



IMPLEMENTASI OPEN DOOR POLICY DI TURKI 
 
 
Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan secara kongkret mengenai 
implementasi open door policy di Turki, yang akan dimulai dari sejarah yang 
berkaitan dengan open door policy, alasan yang mendorong terimplementasinya 
open door policy, serta dasar-dasar hukum open door policy, baik yang mengacu 
pada dasara hukum dalam negeri Turki dan dasar hukum yang beradasarkan 
perjanjian Internasional.  
 
2.1 Sejarah Open door policy Turki 
Dalam rangka menanggulagi krisis pengungsi, Turki menerapkan open door 
policy. Open door policy secara otentik berarti kebijakan pintu terbuka bagi 
pengungsi, dimana para pengungsi diberikan izin dan otoritas untuk tinggal di 
dalam wilayah domestik Turki. Namun, perlu diketahui bahwa open door policy 
tidak semata-mata muncul sebagai kebijakan yang sedemikian rupa, tetapi 
kebijakan ini juga merupakan bentuk kebijakan Turki yang melalui proses yang 
panjang dalam pengimplementasiannya. Hal itu berarti open door policy memiliki 
rekam jejak sejarah sejak dekade sebelumnya.  
Open door policy dilihat dari kontek historisnya bisa diklasifikasikan dan 
dikategorikan kedalam lima periode. Periode pertama yaitu periode penerimaan 
pengungsi pada masa kesultanan utsmani, kedua yaitu periode penerimaan 
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pengungsi setelah perjanjian Lausane 1923, ketiga yaitu periode imigrasi pada 
tahun 1970, keempat yaitu periode pengungsi Kurdi, dan yang kelima yaitu 
periode implementasian open door policy tahun 2011 itu sendiri. Setiap periode 
memiliki bentuk pengimpelentasian yang berbeda-beda, meskipun esensi 
penerimaan pengungsi dan pelaku migran tetap menjadi isu utama dalam setiap 
kebijakannya. Maka secara eksplisit periode tersebut terbagi antara lain: 
2.1.1 Penerimaan Pengungsi Masa Kesultanan Utsmani 
Kesultanan Utsmani (1299-1923) sebagai pendahulu republik Turki memiliki 
sejarah panjang mengenai emigrasi, imigrasi, dan migrasi sejak abad ke 14, yang 
berkisar pada tahun 1324 dengan Sultan Orhan I sebagai pemegang kekuasaan 
pemerintahan.33 Pada era tersebut populasi yang memasuki wilayah kekuasaan 
Utsmani merupakan populasi yang berasal dari kelompok Ashkenazim Jews 
(Yahudi Ashkenazim).34 Kelompok Yahudi Ashkenazim merupakan kelompok 
yahudi yang berasal dari Jerman, dengan kata lain Ashkenazim merupkan istilah 
yang disematkan pada kelompok keturuanan Yahudi jerman, namun Ashkenzim 
juga disematkan secara umum pada keturuanan Yahudi dari Eropa.35 Gerakan 
tersebut kemudian berlanjut dengan adanya kedatangan kurang lebih 200.000 
Yahudi Sephardim yang melarikan diri dari inkuisisi Spanyol pada tahun 1497 
33Jews in the Ottaman Empire and Turkey, 2009, diakses dari 
http://www.projetaladin.org/holocaust/en/muslims-and-jews/muslims-and-jews-in-history/jews-in-
the-ottoman-empire-and-turkey.html (05/04/2018, 19.47 WIB) 
34 Kemal Kirisci, 2003, Turkey: A Transformation From Emigration to Immigration, diakses dari 
https://www.migrationpolicy.org/article/turkey-transformation-emigration-immigration 
(29/01/2018, 08.33 WIB). 
35 Jits Van Straten, 2017, The Origin of East European Ashkenazim Via a Southern Route, 
Aschkenas 2017; 27(1): 239–270, hal: 241, didownload dari 
http://www.ngv.nl/ArchiefNGV/documenten/R248F1.pdf (03/04/2018, 22.07 WIB) 
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yang pada saat itu kesultanan Utsmani dipimpin oleh Sultan Bayezid II.36 Bahkan, 
kekaisaran Utsmani menerima pengungsi dari wilayah kekaisaran Habsburg pada 
akhir abad ke-19, terutama orang-orang dari Hungaria dan Polandia.37 
Diakhir abad ke-19 juga terjadi gerakan pengungsi Muslim menuju ke 
wilayah Utsmani yang berjumlah sekitar satu juta pengungsi. Perpindahan 
populasi muslim tersebut diebabkan oleh kekalahan Rusia dari Circassians di 
Kaukasus Utara.38 Circassians adalah sebutan bagi kelompok atau penduduk asli 
tertua diwilayah Kaukasus Utara, Kaukasus Utara merupakan wilayah yang 
terletak diantara kawasan Eropa Timur dan Asia.39 Salah satu hal yang 
membuktikan bahwa kesultanan Utsmani telah menerapkan open door policy pada 
kurun waktu abad ke-14 hingga abad ke-19 sebagaimana yang telah dipaparkan 
sebelumnya yaitu diperbolehkannya para pendatang untuk singggah dan 
bermukim di wilayah kesultanan Utsnmani dengan syarat memberikan loyalitas 
dan patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di kesultanan Utsmani.40 
 
2.1.2 Periode Setelah Perjanjian Lausanne 1923 
Turki pada era awal abad ke-20 masih dikenal sebagai Kesultanan Utsmani 
hingga pada tahun 1922 secara resmi kesultanan Utsmani diganti dengan Republik 
Turki. Proses perubahan itu disebut-sebut sebagai akhir dari peradaban Utsmani, 
                                                          
36 Dilek Latif, 2002, Refugee Policy Of The Turkish Republic, Vol 33, hal: 4, didownload dari 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/673/8567.pdf (05/04/2018, 18. 46 WIB) 
37Turkey: A Transformation From Emigration to Immigration, Op. Cit. 
38 Ibid. 
39 Edris Abzakh, 1996, Circassian History, diakses dari 
http://ccat.sas.upenn.edu/~haroldfs/540/handouts/ussr/circass.htm (04/04/2018, 09.53 WIB) 
40 Refugee Policy Of The Turkish Republic, Loc. Cit. 
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karena sejak saat itu, teritori dan wilayah otoritas Utsmani dipersempit hingga 
menjadi sebuah negara Republik Turki. 
Perubahan bentuk negara itu diinisiasi oleh Mustafa Kemal Pasha, serta 
disebabkan berakhirnya perang dunia pertama, terutama yang berkaitan dengan 
konflik antara Kekaisaran Ottoman dan negara-negara sekutu. Hal yang paling 
mendasar dari eksistensi Republik Turki yaitu adanya perjanjian Lausanne. 
Perjanjian Lausanne adalah perjanjian yang ditandatangi oleh Turki, Inggris, 
Prancis, Itali, Yugoslavia, Jepang, Yunani, Romania, Bulgaria, Portugal, dan 
Bulgaria pada 24 juli 1923.41 
Perjanjian Lausanne sebenarnya merupakan perjanjian dalam rangka 
menghentikan konflik antara Turki dan negara Sekutu, dan dalam rangka 
mendeklarasikan Turki sebagai negara yang berdaulat, pengaturan mengenai 
wilayah teritori, serta mengenai pembentukan hubungan diplomatik Republik 
Turki yang baru dengan negara-negara timur tengah dan negara-negara barat.42 
Namun, perlu digaris bawahi bahwa perjanjian Lausanne disamping sebagai alat 
untuk menghentikan perseteruan Turki dan Sekutu, perjanjian Lausanne juga 
berisi tentang kebijakan migrasi antara Turki, Yunani, dan Bulgaria. Kebijakan 
migrasi yang terkandung dalam perjanjian Lausanne tersebut bukan merupakan 
kebijakan migrasi murni seperti yang saat ini diimplemetasikan oleh Turki 
terhadap pengungsi Suriah, kebijakan migrasi yang terkandung dalam perjanjian 
                                                          
41‘Treaty of Lausanne’, 2016, dikases dari http://internationalrelations.org/treaty-of-lausanne/ 




Lausanne ini juga yang kemudian menjadi salah isu kebijakan pertama mengenai 
keiimigrasian yang harus dilakukan oleh negara republik Turki pada.43 
Dalam perjanjian Lausanne kebijakan migrasi yang harus diimplementasikan 
oleh Turki yaitu kebijakan Population Exchange, yang berarti pertukaran 
populasi. Pertukaran populasi yang dimaksud adalah menerima dan menngirim 
minoritas warga Turki yang ada di Yunani ke Turki, dan sebalikanya. Sedagkan 
dalam prakteknya proses pertukaran untuk Bulgaria sendiri dilakukan pada tahun 
1925.44 
Populations exchange dalam implementasinya yaitu didasarkan pada 
pertukaran yang dikategorikan melalui perbedaan agama. Dalam kebijakan 
tersebut, orang atau warga yang beragama Islam dan memilki keturunan Turki di 
Yunani dan Bulgaria harus pindah kewilayah Turki. Dan warga minoritas Kristen 
keturunan Bulgaria atau Yunani yang tinggal di Turki harus dideportasi ke Yunani 
dan atau Bulgaria.  
Kebijakan pertukaran populasi merupakan bentuk kebijakan dalam upaya 
tindak lanjut untuk membangun dan menjadikan Republik Turki sebagai negara 
yang meiliki identitas seragam.45 Sehingga atas dasar penjelasan diatas, kebijakan 
Population Exchange yang juga bagian dari intisari isi dalam perjanjian Lausanne 
adalah bentuk legal framework atau kerangkan awal dari adanya kebijakan 
penerimaan pengungsi pada era Turki modern. Population exchange secara 
                                                          
43 Ozlen calebi dan Ozlem Pehlivan, Chapter 3: The impact Of Mass Migration On Immigration 
Policy of Turkey, hal: 26, didownload dari http://tplondon.com/books/9781910781289/9781 
91078128903.pdf (28/01/2018, 20.19 WIB) 
44 Ibid, hal 26. 
45 Francoise De Bel-Air, 2016, Migration Profile: Turkey, didownload dari http://cadmus.eui 
.eu/bitstream/handle/1814/45145/MPC_PB_2016_09.pdf?sequence=1 (28/01/2018, 20.31 WIB) 
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faktual telah menerapkan open door policy tidak penuh, hal tersebut didasarkan 
pada upaya penerimaan pelaku migrasi yang diperbolehkan untuk memasuki 
wilayah Turki 
 
2.1.3 Periode Imigrasi Tahun 1970 
Berkaitan dengan sejarah atau periode penerapan kebijakan penerimaan 
pengungsi, maka periode pada tahun 1970 bisa dikatakan sebagai periode atau 
fase kedua yang juga berkaitan dengan open door policy di Turki saat ini. Pada 
periode ini Turki dipimpin oleh Cevdet Sunay (1966-1973) dimana terdapat 
kebijakan mengirim dan menerima tenaga kerja dari dan ke wilayah Eropa, 
terutama ke negara Jerman, penjelasan itu terkait dengan perjanjian antara Turki 
dan Uni Eropa, terutama dengan jerman yang ditandatangani pada tahun 1961.46 
Perjanjian tahun 1961 yang mengharuskan Turki melakukan pengiriman 
tenaga kerja ke negara-negara Eropa terutama ke Jerman Barat disebabkan 
kurangnya tenaga kerja di Eropa, dan Turki kekurangan Tenaga kerja terampil. 
Sehingga atas dasar perjanjian tersebut diharapkan para pekerja yang berasal dari 
Turki akan kembali ke Turki dan mengimplementasikan pengelaman kerjanya di 
Turki sehingga akan memberikan dampak ekonomi bagi Turki.47 
Perjanjian pengiriman tenaga kerja antara Turki dan Uni Eropa berakhir pada 
1973 seiring dengan adanya krisis minyak. Pada tahun setelahnya, Turki 
bertransformasi menjadi negara receiving country. Pada titik inilah kebijakan 
penerimaan pengungsi tampak terlihat, dimana Turki kedatangan berbagai 
                                                          




pengungsi dan pelaku migrasi yang disebabkan oleh beberapa kejadian yaitu 
adanya revolusi Iran, perang Iran-Irak, dan Invasi Uni Soviet ke Afganistan tahun 
1979-1989.48 Receiving country yang melekat pada Turki menunjukkan bahwa 
implementasi  open door policy sudah bisa terlihat pada kurun waktu tahun 1980 
dan setelah, karena Turki menjadi tempat transit bagi pelaku migran, pekerja 
asing, dan tempat bagi pencari suaka dan pengungsi.49 
Bukan hanya itu saja, bahkan Turki menjadi negara transit antara wilayah 
Timur tengah dan Wilayah Eropa. Pada periode ini kemudian banyak para pelaku 
migrasi masuk ke wilayah Turki dari berbagai wilayah baik dari timur tengah, 
Eropa Timur, atau bahkan negara-negara dari Afrika.   
 
2.1.4 Periode Pengungsi Kurdi 
 Tahun 1991 adalah tahun terjadinya perang teluk kedua yang melibatkan 
pasukan Amerika dalam upayanya menginvasi Irak. Invasi terhadap Irak tidak lain 
disebabkan oleh adanya invasi Irak ke Kuwait yang disebut juga sebagai perang 
teluk kedua. Sekilas pada tahun 1988 hingga 1991 terlihat bahwa hanya terjadi 
perang yang melibatkan Irak-Iran, Irak-Kuwait, dan Invasi Amerika-Irak, tetapi 
lebih dari itu pada tahun-tahun tersebut juga dianggap sebagai terjadinya krisis 
pengungsi yang menimpa etnis Kurdi. 
Krisis pengungsi Kurdi terjadi ketika penduduk etnis Kurdi melakukan 
eksodus keluar dari wilayah Irak. Jika pada bulan Februari 1991 Irak mampu 
ditaklukkan oleh invasi koalisi Amerika, maka pada bulan maret etnis Kurdi  
                                                          
48 Chapter 3: The impact Of Mass Migration On Immigration Policy of Turkey, Op. cit, hal: 27. 
49 Ahmet Icduygu, 2003, Irregular Migration in Turkey, Bilkent University Trkey, hal: 8, 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mrs_12_2003.pdf (29/01/2018, 22.57 WIB) 
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mencari tempat suaka dan tempat perlindungan.50 Meskipun sejak tahun-tahun 
sebelumnya sudah ada para pencari suaka Kurdi yang keluar dari wilayah 
perbatasan Irak yaitu pada tahun 1988.51 
Eksodus para pengungsi Kurdi nampaknya menjadi sebuah ancaman bagi 
negara-negara sekitar, termasuk Turki. Sehingga mau tidak mau Turki sebagai 
negara tetangga dipaksa oleh komunitas international untuk mulai menerapkan 
kebijakan penerimaan pengungsi. Dalam menerima pengungsi yang datang dari 
Irak, yang dikategorikan sebagai etnis Kurdi, Turki sebenarnya tidak memiliki 
kewajiban dalam menerima pengungsi dari timur tengah, hal itu berdasarkan pada 
kesepakatan yang di tanda-tangani pada tahun 1951 yang merujuk pada konvensi 
jenewa mengenai status pegungsi.52 Oleh sebab itu Turki yang hanya mengakui 
etnis Kurdi yang pergi ke wilayah Turki sebagai tamu atau pendatang tidak 
memberikan previlage tertentu pada etnis Kurdi kecuali hanya penyediaan 
fasilitas camp-camp untuk para pendatang tersebut. 
Selama kurun waktu beberapa tahun terjadinya perang teluk terhitung sejak 
tahun 1988 hingga 1991 dan seterusnya, Turki telah menerima sekitar 700.000 
hingga 800.000 perngungsi yang berasal dari etnis Turki di Irak dan Iran. 
Kebijakan open door policy pada periode perang teluk adalah kebijakan yang 
dipaksakan oleh komunitas internasional, terutama oleh Uni Eropa. Karena pada 
saat itu Turki sebenarnya tidak ingin menerima pengungsi, hal itu terbukti ketika 
                                                          
50 Peter Malanczuk, The Kurdish Crisis and Allied Intervention In The Altermath of The Second 
Gulfwar, 1991, hal: 114, didownload dari http://ejil.org/pdfs/2/1/1160.pdf (29/01/2018, 22.11 
WIB). 
51 Irregular Migration in Turkey, Op. Cit, hal: 21.  
52 Dilek Latif, Refugee Policy and The Turkish Republic, Vol XXXIII, hal: 8, didownload dari 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/673/8567.pdf (30/01/2018, 07.01 WIB) 
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Turki membuatkan zona aman dan camp pengungsian di luar perbatasan wilayah 
Turki, dan pengungsi yang terestimasi saat itu sekitar 460.000 pengungsi Kurdi.53 
 
2.1.5 Periode Open Door Policy tahun 2011 
Pemaparan-pemarapan pada bagian sebelumya menjelaskan mengenai awal 
atau sejarah panjang open door policy yang dterapkan di Turki. Hingga pada 
akhirnya, kebijakan tersebut diterapkan kembali pada tahun 2011 yang bertepatan 
dengan terjadinya perang saudara antara kubu oposisi dan pemerintahanya yaitu 
Bashar Al Assad di Suriah. 
Kendati konflik yang berkepanjangan hingga saat ini belum menemukan 
tanda-tanda perdamaian antara kedua kubu di Suriah, konflik ini membawa 
masalah besar yaitu adanya krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini sama seperti 
pada periode 1988 hingga 1991 ketika terjadi perang Teluk, yaitu Turki sebagai 
negara yang terkena dampak dari adanya pengungsi.  
Pada periode 2011 hingga saat ini, terdapat perbedaan sikap yang di 
tunjukkan oleh Turki dalam menangani pengungsi dalam implementasi open door 
policy-nya. Jika pada periode sebelumnya Turki tidak mengakui pengungsi yang 
berasal dari Timur tengah, kecuali yang berasal dari Eropa, tetapi pada periode 
penerapan open door policy kali ini Turki mengakui dengan sepenuhnya 
pengungsi yang berasal dari Suriah dengan sebutan ‘Guest’ yang diperbolehkan 
untuk tinggal di Turki tanpa ada batasan waktu tertentu.54 
                                                          
53 Ibid, hal: 14. 
54 Selin Yıldız Nielsen, 2016, PERCEPTIONS BETWEEN SYRIAN REFUGEES AND THEIR 
HOST COMMUNITY, Vol: 15, No: 3, hal: 100, didownload dari 
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Dengan adanya pengakuan terhadap masuknya para pengungsi ke wilayah 
Turki, maka Turki dengan seksama juga memberikan berbagai previlage atau 
kemudahan-kemudahan terhadap pengungsi Suriah. Sebagai buktinya, 
kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Turki kepada pengungsi Suriah yaitu 
seperti kemudahan untuk mengakses dan menyewa tempat tinggal di seluruh 
wilayah Turki, memberikan uang makan setiap bulannya, bahkan memberikan 
keleluasaan bagi pengungsi untuk mencari tempat kerja di Turki, dan yang paling 
terlihat dari keseriusan Turki dalam mengatasi krisis pengungsi yaitu penyediakan 
camp-camp pengungsian yang dianggap sebagai camp pengungsian yang sangat 
layak bagi pengungsi.55 
Dalam upaya penanganan masalah pengungsi yang berasal dari Suriah 
melalui penerapan open door policy atau kebijakan buka pintu, hingga saat ini 
Turki telah menyerap dan menampung setidaknya sebanyak 3.567.130 pengungsi 
yang terdaftar di Turki.56 Disamping itu, Turki melalui open door policy yang 
telah terimplementasi sejak 2011 telah menggelontorkan uang dalam membiayai 
hajat hidup pengungsi sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat, jumlah dana 
tersebut dianggap sebagai kontribusi yang diberikan oleh Turki selama terjadi 
                                                                                                                                                               
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/perceptions-between-syrian-refugees-and-their-host-
community_en_8238.pdf (05/04/2018, 22.04 WIB) 
55 Ervan Handoko, 2015, Turki Buka Kamp Terbesar Untuk Tampung Pengungsi Suriah, diakses 
dari http://internasional.kompas.com/read/2015/01/26/21005851/Turki.Buka.Kamp.Terbesar.untu 
k.Tampung.Pengungsi.Suriah (30/01/2018, 19.45 WIB) 
56 UNHCR, 2017, Syiria Regional Refugee Response, diakses dari 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 (30/01/2018, 19.55 WIB) 
42 
 
krisis Suriah lebih besar dibandingkan dengan kontribusi atau bantuan yang di 
berikan oleh Organisasi Internasional dan negara-negaa lainnya.57 
Terlepas dari usaha Turki dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang 
menimbulkan banyak pujian dari komunitas Internasional, terdapat sisi lain yang 
cukup krusial dimana open door policy yang diterapkan Turki nampaknya 
menimbulkan dampak pada berbagai aspek dalam wilayah domestik Turki, mulai 
dari dampak ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan, baik yang berskala 
domestik ataupun yang berskala internasional.  
 
2.2 Alasan Yang Mendorong Implementasi Open door policy Turki 
Setiap negara terlepas dari berbagai ideologi dan sistem pemerintahan yang 
dianutnya tetap akan menjalankan sebuah kebijakan, baik kebijakan domestik 
ataupun kebijakan yang berorientasi pada lingkup internasional. Kebijakan-
kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara pasti memiliki landasan dan faktor-
faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut menjadi pilihan. Begitu juga dengan 
Turki yang menerapkan open door policy yang mempunyai beberapa alasan yang 
mendasari Turki dalam menerapkan kebijakan tersebut. Alasan-alasan itu 
meliputi: 
 
2.2.1 Dukungan dari Partai Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
Partai AKP atau dikenal sebagai Justice Development Party/Adalet ve 
Kalkınma Partisi merupakan partai yang berdiri sejak tahun 2001, dengan 
                                                          
57 Presiden Erdogan: Turki akan melanjutkan kebijakan pintu terbuka bagi pengungsi Suriah, 
diakses dari http://www.middleeastupdate.net/presiden-erdogan-turki-akan-melanjutkan-
kebijakan-pintu-terbuka-bagi-pengungsi-suriah/ (30/01/2018, 20.16 WIB). 
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pendirinya yaitu Recep Tayyip Erdogan.58 Partai AKP juga merupakan partai 
penguasa di Turki, karena partai ini sejak tahun 2002 telah memenangkan 
pemilihan umum.59 Bahkan pada tahun 2015 AKP dengan Recep Tayyep Erdogan 
terpilih kembali sebagai partai penguasa dan sebagai presiden Turki setelah 
memenangkan pemilu parlemen.60 
Sebagai partai yang berkuasa sejak tahun 2002 dalam kancah pemerintahan di 
Turki, Partai AKP tentu memiliki porsi yang lebih besar dalam artian pengaruh 
yang dimiliki AKP dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sangat besar jika 
dibandingkan dengan partai-partai lainnya terutama dalam mendorong 
pemerintahannya, ditambah lagi dengan Erdogan yang merupakan ketua Partai 
AKP sekaligus pemimpin Turki.  
Open door policy yang diterapkan Turki hingga saat ini tidak luput dari 
pengaruh partai AKP. Sejak tahun 2011 ketika konflik Suriah pecah dan 
menimbulkan krisis pengungsi yang menyebar ke berbagai wilayah sekitarnya, 
mendorong AKP sebagai partai penguasa memberikan respon terhadap adanya 
krisis tersbut.  
Dalam mengontrol pemerintahan terutama dalam merespon krisis pengungsi, 
AKP menggunakan retorika ‘Welcoming Our Guest’ yang bermakna ucapat 
selamat datang kepada para pengungsi. Melalui retorika tersebut AKP berusaha 
                                                          
58 Rufki Ade Vinanda, Menangkan Referendum Turki, Presiden Erdogan Terpilih Jadi Pimpinan 
Partai Penguasa, diakses dari https://news.okezone.com/read/2017/05/22/18/1696553/m 
enangkan-referendum-turki-presiden-erdogan-terpilih-jadi-pimpinan-partai-penguasa (31/01/2018, 
10.39 WIB) 
59 Al Jazeera And Agencies, 2011, Profile: Recep Tayyip Erdogan, diakses dari 
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/turkeyelection/2011/05/2011526121054590355.html 
(31/01/2018, 10.45 WIB) 
60 Maman Sudiaman, 2015, Partai Islam Harus Belajar dari Turki Erdogani, diakses dari 
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/11/08/nxhwsj319-partai-islam-harus-
belajar-dari-turki-erdogani (31/01/2018, 11.01 WIB). 
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untuk mempengaruhi pemerintah demi menerima pengungsi. Retorika tersebut 
didasari pada kepedulian terhadap persaudaraan yang mengacu pada kesamaan 
identitas yaitu Islam, dimana pengungsi Suriah dianggap sebagai orang-orang 
yang menyerupai penduduk muhajjirin, yang dalam konteks ini para pengungsi 
tersebut lari dari tindakan persekusi di negaranya .61 
AKP juga mendukung pemerintah dalam memberikan status legal sekaligus 
naturalisasi terhadap para pengungsi, yaitu menjadikan pengungsi Suriah yang 
sudah menetap di Turki dalam kurun waktu beberapa tahun akan dijadikan dan 
bisa menjadi penududuk Turki. Pemberian kewaraganeraan terhadap pengungsi 
bukan lah tanpa alasan, AKP mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya 
memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi salah satunya  didasarkan pada 
pemeilihan atau pemilu yang diadakan pada pemilu-pemilu selanjutnya, yaitu 
apabila Turki memberikan kewarganeraan kepada pengungsi, buka tidak 
mungkin, AKP akan mendapat dukungan tambahan dalam segi kuantitas suara di 
pemilihan umum.62 
Oleh sebab itu, keberadaan partai AKP sebagai partai penguasa tidak 
dilepaskan dari kebijakan pemerintah saat ini, karena partai AKP dan Erdogan 
memiliki kesamaan visi dan misi, sehingga apa yang menjadi kebijakan dari 
Erdogan juga merupakan salah satu rekomendasi dari partainya. 
 
                                                          
61 Europe Report, 2016, Turkey’s Refugee Crisis: The Politic Of Pemanence, hal: 11, didownload 
dari https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/241-turkey-s-refugee-crisis-the-politics-of-
permanence_ 0.pdf (03/02/2018, 17.06 WIB) 
62 Lisel Hintz dan Caroline Feehan, 2017, Burden or Boon? Turkey’s Tactical Treatment of The 
Syirian Refugee Crisis, diakses dari http://www.mei.edu/content/map/burden-or-boon-turkey-s-
tactical-treatment-syrian-refugee-crisis (03/02/2018, 17.20 WIB) 
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2.2.2 Faktor Identitas 
Alasan lainnya yang mempengaruhi Turki dalam mengimplementasikan open 
door policy yaitu karena adanya kesamaan identitas. Konflik yang terjadi di 
Suriah adalah konflik yang terjadi antara rezim Bashar Al-Assad dan kelompok 
oposisi yang merupakan konflik antar kaum muslimin. Sedangkan Turki juga 
merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Open door 
policy yang diterapkan Turki merupakan cerminan Turki yang peduli pada 
masyarakat yang memiliki kesamaan identitas yaitu identitas Islam. Bagi Turki 
membantu sesama muslim merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, hal itu 
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Erdogan, bahwa “Ini adalah kewajiban 
sosial kami dan kewajiban ini menjadi perhatian kami sebagai pemeluk Islam”.63 
Turki melalui Erdogan juga menganggap pengungsi Suriah sebagai ‘Muslim 
Brothers’, Hal lainnya juga bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Turki dalam 
membantu pengungsi Rohingnya Myanmar dimana etnis Rohingnya juga 
memiliki kesamaan identitas dengan Turki yaitu islam. 
 
2.2.3 Letak Geografis Turki dan Suriah 
Alasan yang ketiga mengenai pemberlakukan open door policy oleh Turki 
terhadap pengungsi Suriah yaitu didasarkan pada letak geografis antara Turki dan 
Suriah yang saling berdekatan. Karena letak geografis antara keduanya saling 
berkeatan yang hanya berjarak sekitar 50 kilometer dari kota Hatay (perbatasan 
Turki) menuju Suriah, ditambah lagi Turki dan Suriah berada pada lingkup 
                                                          
63 Ranny Virginia Utama, 2015, Erdogan: Turki Cukup Berkontribusi untuk Pengungsi, diakses 
dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150731171230-106-69391/erdogan-turki-
cukup-berkontribusi-untuk-pengungsi (04/02/2018, 17.43 WIB)  
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kawasan yang sama yaitu wilayah Asia Barat, maka ketika perang saudara 
berlangsung banyak pengungsi dari Suriah, memutuskan untuk melakukan 
migrasi ke Turki, baik itu menjadikan Turki sebagai transit ataupun sebagai 
tempat bermukim sementara.  
Kedekatan letak geografis merupakan salah satu hal yang menjadi tolak ukur 
bagi setiap negara dalam melakukan pengambilan kebijakan luar negeri. Apabila 
Turki tidak mengambil langkah dalam mengatasi permasalahan di Suriah yang 
merupakan negara tetangga bagi Turki, maka Turki akan memperoleh dampak di 
wilayahnya sendiri dampak-dampak itu salah satunya berupa terjadinya 
instabilitas politik, karena masalah di Suriah merupakan bentuk domino effect dari 
Arab Spring yang berawal dari Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, dan Bahrain. Oleh 
sebab itu, terdapat kekahwatiran dari Turki apabila tidak segera menentukan sikap 
dan respon terhadap permasalahan negara tetangga yang memiliki letak geografis 
berdampingan.  
 
2.2.4 Dorongan Dari Komunitas Internasional 
Adanya dukungan sekaligus tekanan atau dorongan dari komunitas 
Internasional terhadap Turki juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi Turki dalam menerapkan open door policy terhadap krisis 
pengungsi dari Suriah. Komunitas Internasional mendukung dan sekaligus 
mendorong Turki untuk menerapkan open door policy disebabkan keberadaan 
Turki yang merupakan negara paling dekat dengan Suriah. Komunitas 
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Internasional menganggap bahwa Turki sebagai negara tetangga perlu 
memberikan andil dan upaya dalam mengatasi krisis yang terjadi di Suriah. 
Komunitas Internasional berupa negara-negara ataupun organisasi 
Internasional baik yang memberikan dorongan maupun dukungan terhadap Turki 
agar menerapkan open door policy yang meliputi PBB, Uni Eropa, International 
Organization for Migration (IOM),64 dan juga NATO.65 Dorongan serta dukungan 
kepada Turki agar menerapkan open door policy juga diselingi dengan berbagai 
bantuan yang mengalir ke Turki, baik yang hanya bersifat Volunter.hingga asupan 
dana bantuan yang diberikan UNICEF, Uni Eropa, dan Organisasi komunitas 
Internasional lainnya untuk mengurangi tekangan ekonomi yang ditanggung Turki 
saat menerapkan open door policy dalam upaya mengatasi krisis pengungsi. 
 
2.2.5 Perubahan Orientasi Politik Kawasan 
Turki merupakan negara yang secara geografis berada diantara benua Eropa 
dan Asia. Hal itu menjadikan Turki sebagai wilayah yang strategis, karena sebagai 
penghubung antara kedua wilayah.66 Sebagaimana yang telah dijelaskan pada 
bagian sebelumnya mengenai Turki yang berawal dari kekaisaran Utsmani dan 
kemudian bertransformasi menjadi negara republik Turki, perubahan bentuk 
negara sekaligus menjadikan negara Turki sebagai negara yang sekuler membuat 
Turki lebih tertarik dengan kemajuan Eropa, sehingga meningkatnya kestabilan 
                                                          
64 Iom In Turkey, 2016, dikases dari https://www.iom.int/countries/turkey (24/04/2018, 10.14 
WIB) 
65 Assistance for the refugee and migrant crisis in the Aegean Sea, diakses dari 
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_128746.htm (24/04/2018, 10.18) 
66 Turkey at A Glance, diakses dari http://www.columbia.edu/~sss31/Turkiye/geo.html 
(03/02/2018, 18.00 WIB) 
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dalam berbagai bidang di Eropa mendorong Turki untuk mengintegrasikan diri ke 
Uni Eropa. Turki terbentuk sebagai negara Republik Konstitusional dibawa 
Mustafa Kemal Ataturk. Turki menganut ideologi yangyang disebut dengan 
Kemalis. Terdapat enam bagian dalam ideologi ini yaitu republicanisme, 
nationalisme, populisme, revolusionisme, sekularisme, dan statisme.67 
Dalam upaya bergabung dalam Uni Eropa, Turki telah mengajukan proposal 
pendaftaran sebagai anggota Uni Eropa sejak tahun 1987 bertepatan dengan acara 
Masyarakat Ekonomi Eropa.68 Meskipun demikian, sebelum dekade 1980-an, 
Turki telah memperlihatkan kecenderungan untuk mengikuti Eropa dengan 
penandantangan konvensi 1951 di Jenewa mengenai status pengungsi. Dalam 
konvensi Jenewa 1951 terdapat perjanjian yang mengacu terhadap adanya batasan 
wilayah. Dalam hal ini Turki hanya mengakui pengungsi yang berasal dari Eropa, 
sedangkan yang berasal dari kawasan Timur Tengah dianggap sebagai Tamu.69 
Hal itu telah ditunjukan ketika terjadi gerakan pengungsi Kurdi yang masuk ke 
wilayah Turki yang dianggap sebagai tamu, bukan sebagai pengungsi. 
Pada tahun 2011, Turki terlihat menerima pengungsi Suriah. Berbeda dengan 
respon dan pengakuan Turki terhadap pengungsi yang berasal dari Timur Tengah 
yaitu Suriah. perbedaan itu terlihat ketika Turki mengakui para pengungsi sebagai 
tamu, namun dalam implementasinya Turki memberikan previlage kepada 
                                                          
67 Shaw, S. J., & Shaw, E. K, 1997, History of the Ottoman Empire and the modern Turkey 
volume II : Reform, revolution, and republic: the rise of modern Turkey,1808-1975. Cambridge 
University Press, dalam Dewa Ayu Tania T, dkk, Analisis kebijakan perubahan Luar Negeri Turki 
Terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan AKP Tahun 2002 – 2013, didownload dari 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/12800/8685 (03/02/2018, 20.47 WIB) 
68 Dr Charlotte O’Brien, 2016, Is Turkey Likely To Join The Eu?,  diakses dari 
https://fullfact.org/europe/turkey-likely-join-eu/ (03/02/2018, 18.31 WIB) 
69 UNHCR, The Republic Of Turkey, hal: 4, didownload dari 
http://www.refworld.org/pdfid/5541e6694.pdf (03/02/2018, 18.45 WIB) 
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pengungsi Suriah, karena didukung oleh aturan baru yang dikeluarkan oleh Turki 
yaitu Law on Foreigner and Internasional Protection (LFIP).  
Berkaitan dengan masalah pengungsi, terlihat bahwa terjadi perubahan 
orientasi dimana Turki yang pada tahun sebelum partai AKP dan Erdogan 
memimpin kekuasaan lebih melihat kepada Uni Eropa, namun pada era Erdogan 
lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah dikawasan Timur Tengah.  
Pembuktian itu tertuju pada upaya intervensi yang dilakukan Turki dalam 
konflik Suriah tahun 2011. Faktanya intervensi di kawasan Timur Tengah tidak 
hanya ketika terjadi arab spring di Suriah saja, namun juga di Tunisia, Mesir, 
Libya, dan yaman.70 Upaya intervensi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab 
Turki terhadap permasalahan di kawasan Timur Tengah, lebih dari itu intervensi 
yang dilakukan Turki melalui open door policy adalah sebagai bentuk pengenalan 
diri sebagai emerging power baru di kawasan Timur Tengah, sekaligus 
menunjukkan bahwa Turki adalah negara yang mulai memainkan perannya 
dengan cukup signifikan di Timur Tengah.71 Oleh sebab itu, alasan 
diberlakukankannya open door policy juga didasarkan pada perubahan orientasi 
politik Turki yang kemudian dibuktikan dengan melibatkan diri atau melakukan 




                                                          
70  Doaa Mohamded Nounou, 2012, Turkey: A Rising Regional Power in a Changing Middle East,  
hal: 34-36, The British University in egypt, didownload dari 
http://www.bue.edu.eg/pdfs/BAEPS/Doaa%20Nounou.pdf (04/02/2018, 14.55 WIB) 




2.2.6 Komitmen Terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 
Alasan lain yang mempengaruhi Turki dalam menerapkan open door policy 
yaitu adanya upaya kepatuhan Turki terhadap perjanjian Konvensi Jenewa 1951 
dan protocol 1967. Pada tahun 1951 dan 1967 Turki menandatangani perjanjian 
jenewa yang di inisiasi oleh PBB megenai status pengungsi. Konvensi jenewa 
tahun 1951 atau protocol 1967 merupakan sebuah perjanjian dan penetapan dasar-
dasar hukum internasional mengenai status pengungsi. Perjanjian ini tidak hanya 
membahas mengenai status pengungsi, tetapi perjanjian ini juga memberikan 
pertauran-peraturan legal internasional mengenai penanganan penerimaan 
pengungsi oleh negara yang meratifikasi perjanjian jenewa 1951. Setidaknya 
terdapat 28 delegasi dalam perjanjian genewa 1951, termasuk Turki.72 
Sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian 
Jenewa 1951 atau protokol 1967, hingga saat ini Turki tetap berkomitmen 
terhadap perjanjian Internasional itu. Bukti komitmen itu ditandai dengan 
penerapan kebijakan penerimaan pengungsi sejak setelah perjanjian jenewa 
hingga saat ini.  
Disisi lain, perjanjian Jenewa 1951 atau 1967 mengindikasikan bahwa 
negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian itu harus menerima pengungsi 
dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, baik dari UNHCR ataupun 
negara yang penerima. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi Turki untuk menolak 
                                                          
72 UNHCR, Convention and Protocol Relating To The Status of Refugee, dodownload daro 
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf (06/02/2018, 11.21 WIB) 
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pengungsi Suriah, ditambah lagi pengungsi Suriah merupakan pengungsi yang 
berasal dari negara yang secara letak geografis bersebelahan.  
Komitmen terhadap konvensi Jenewa juga merupakan komitmen Turki 
terhadap kepedulian pada Hak Asasi Manusia. Hal ini yang pada akhirnya 
menjadikan Turki sebagai negara yang patuh terhadap dasar-dasar hukum 
Internasional dengan menerima dan tidak mengusir pengungsi dari wilayah 
teritorialnya melalui open door policy. 
 
2.3 Dasar-Dasar Hukum Penerapan Open door policy 
Turki menerapkan open door policy karena dilandasi oleh alasan-alasan 
tertentu yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Tetapi landasan tersebut 
belum cukup kuat untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan Turki melalui 
penerapan kebijakannya terhadap pengungsi Suriah. Oleh sebab itu dibutuhkan 
sebuah susunan hukum yang legal dan holistik untuk memperkuat dan 
membenarkan apa yang dilakukan oleh Turki. 
Selama penerapan open door policy, Turki turut meletakkan pondasi-pondasi 
hukum yang sistematis guna memperkukuh kebijakan itu. Dalam konteks ini akan 
berkaitan dengan hukum hukum dasar yang dijadikan acuan dan dijadikan 
pedoman oleh Turki dalam mengimplementasikan open door policy. Dasar-dasar 
hukum yang berkaitan dengan open door policy terbagi menjadi dua, yaitu dasar-






2.3.1 Law on Foreigner and Internasional Protection Sebagai Dasar Hukum 
Dalam Negeri 
Pada tahun 2013, dua tahun setelah open door policy berjalan untuk pertama 
kalinya Turki membuat aturan dasar yang berkaitan dengan pengungsi. Aturan itu 
disebut sebagai Law on Foreigner and Internasional Protection (LFIP). LFIP 
disusun oleh lembaga The General Directorate of Migration Management 
(GDMM) yang merupakan salah satu lembaga yang berada dalam naungan 
kementrian dalam negeri, dan secara umum LFIP ini mengatur tentang keberadaan 
orang asing, terutama pengungsi yang berada di wilayah Turki. Hukum ini juga 
dianggap sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan kemanusiaan dalam 
merespon isu-isu pengungsi.73 Sebenarnya LFIP tidak hanya menjadi landasan 
hukum yang mengatur mengenai pengungsi, tetapi juga terdapat peraturan-
peraturan lain yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di Turki, seperti 
jangka waktu untuk tinggal di Turki, juga mengenai stateless person, dan lain 
sebagainya. Namun penulis hanya akan memfokuskan pada penjelasan peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan open door policy untuk pengungsi. 
LFIP merupakan dasar hukum yang ditujukan untuk menerima pengungsi 
karena dalam LFIP terdapat pasal 1 yang menjelaskan mengenai tujuan dari 
pembuatan LFIP adalah sebagai sebuah regulasi terhadap prinsip-prinsip dan 
prosedur penanganan orang asing (dalam hal ini berkaitan dengan pengungsi) 
                                                          
73 Kilic Bugra kanat & Kadir Ustun,  Turkey’s Syirian Refugee Toward Integration, hal: 29, 
didownload dari http://file.setav.org/Files/Pdf/20150428153844_turkey%E2%80%99s-syrian-
refugees-pdf.pdf (11/02/2018, 09.32 WIB) 
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yang mencari perlindungan di Turki, penjelasan tersebut secara eksplisit 
dijabarkan sebagai berikut:74 
“The purpose of this Law is to regulate the principles and 
procedures with regard toforeigners’ entry into, stay in and exit 
from Turkey, and the scope and implementation of the protection to 
be provided for foreigners who seek protection from Turkey, and 
the establishment, duties, mandate and responsibilities of the 
Directorate General of Migration Management under the Ministry 
of Interior.” 
 
 Sedangkan untuk mempertegas dan menerangkan mengenai penyebutan dan 
pengklasifikasian tentang pengungsi yang terdapat pada pasal 62 yaitu sebagai 
berikut:75 
“A person who as a result of events occurring outside 
European countries and owing to well-founded fear of being 
persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of 
a particular social group or political opinion, is outside the 
country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is 
unwilling to avail himself or herself of the protection of that 
country; or who, not having a nationality and being outside the 
country of former habitual residence as a result of such events, is 
unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it, shall be 
granted conditional refugee status upon completion of the refugee 
status determination process. Conditional refugees shall be 
allowed to reside in Turkey temporarily until they are resettled to a 
third country.” 
 
Secara singkat pada pasal 62 tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang 
berasal dari luar Eropa yang mengalami persekusi didalam negaranya, baik 
disebabkan oleh adanya persekusi dalam masalah ras, agama, perbedaan arah 
politik, sehingga menyebabkan ketakutan dan tidak bisa memperoleh 
                                                          
74 Republic Of Turkey: Ministry Of Interior Directorate General Of Migration Management, 2014, 
Law On Foreigners And International Protection, hal: 16,Ankara, didownload dari 
http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf (11/04/2018, 10.43 WIB) 
75 Ibid, hal: 65. 
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perlindungan di negaranya. Maka orang-orang itu dianggap sebagai conditional 
refugee atau pengungsi bersyarat. Para pengungsi bersyarat ini diperbolehkan 
untuk tinggal di Turki. 
Sedangkan pada bagian lain, yaitu pada pasal 91 yang menjelaskan mengenai 
peraturan terhadap perlindungan sementara yang disediakan Turki bagi para 
foreigners, asylum, atau pengunsi yaitu sebagai berikut:: 
1). Temporary protection may be provided for foreigners who have 
been forced to leave their country, cannot return to the country 
that they have left, and have arrived at or crossed the borders of 
Turkey in a mass influx situation seeking immediate and 
temporary protection.  
2). The actions to be carried out for the reception of such foreigners 
into Turkey; their stay in Turkey and rights and obligations; 
their exit from Turkey; measures to be taken to prevent mass 
influxes; cooperation and coordination among national and 
international institutions and organisations; determination of 
the duties and mandate of the central and provincial institutions 
and organisations shall be stipulated in a Directive to be issued 
by the Council of Ministers. 
 
LFIP juga memberikan legalitas hukum yang berkaitan dengan bagaiman para 
pengungsi tersebut bisa secara layak memperoleh hak-haknya sebagai pengungsi 
dalam mengakses berbagai pelayanan umum, seperti pelayanan untuk asuransi 
kesehatan, pendidikan, dan hak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan di 
Turki. 
Semua akses yang diberikan Turki terhadap pengungsi dianggap sebagai sebuah 
subsidi. Tetapi subsidi yang diberikan oleh pemerintah Turki terhadap pengungsi 
ini adalah subsidi yang tidak lebih besar dari apa yang diberikan pemerintah Turki 
terhadap warga negara. sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 88 bagian kedua 
yang menyatakan bahwa:  
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‘The rights and benefits granted to applicants, persons whose 
application has been refused or international protection 
beneficiaries shall not be construed to provide more rights and 
benefits than those accorded to Turkish Citizens’.76 
 
Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan previlage untuk pengungsi secvara 
berurutan terdapat pada pasal 89 dalam urutan bagian satu hingga bagian ke 
empat.77 
1)  a registrant who is registered in international protection, so do 
the family should have an accecss to education facility which has 
been provided for applicant. 
2) an applicant should be provided an access to social assistance 
and services who are in need. 
3) For the applicants or international protection beneficiaries who 
are not covered with a medical insurance and do not have 
financial means [to afford medical services] provisions of the 
Social Security and Universal Medical Insurance Law № 5510 of 
31/05/2006 shall apply.For the payment of the premiums on 
behalf of persons to benefit from the universal medical insurance, 
funds shall be allocated to the budget of the Directorate General. 
Persons, whose premiums are paid by the Directorate General, 
shall be asked to contribute fully or partially in proportion to 
their financial means. 
4) an applicant who interested to join in labour market, the 
applicant should apply for a work permit during 6 months 
following the lodging date from international protection. 
 
Dua bagian diatas menjelaskan mengenai pemberian akses pada applicant 
(pengungsi) dalam bidang pendidikan dan akses untuk memperoleh bantuan 
sosial. Sedangkan untuk akses terhadap bidang asuransi kesehatan terdapat pada 
bagian ketiga, dan bagian ke empat menerangkan mengenai akses terhadap 
pekerjaan. 
 
                                                          
76 Ibid, hal: 89 (right and obligation) 
77 Ibdi, hal: 89-90 
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2.3.2 Protokol 1967 Sebagai Dasar Hukum Internasional 
Protokol 1967 merupakan hasil amandemen pertama dari perjanjian konvensi 
Jenewa 1951 mengenai status pengungsi. Oleh sebab itu, protokol 1967 tidak jauh 
berbeda dengan konvensi Jenewa 1951, maka esensi isi didalamnya sama-sama 
berkaitan dengan status pengungsi. Karena protokol 1967 merupakan bentuk dari 
amandemen konvensi jenewa 1951, maka terdapat beberapa hal yang 
menjadikannya berbeda. 
Pertama, bahwa konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 hanya 
mencangkup orang-orang yang menjadi pengungsi sebelum 1 januari 1951 
(perang dunia 2). Maka protokol 1967 menghapuskan peraturan tersebut dan 
diganti dengan status pengungsi yang hanya setelah tahun 1951.78 
Kedua, Protokol 1967 menghapuskan batas-batas wilayah Geographical 
Limitation terhadap siapa-siapa saya yang dianggap menjadi pengungsi, karena 
konvensi jenewa 1951 hanya mengakui pengungsi yang berasal dari wilayah 
Eropa saja. Sedangkan protokol 1961 menghapus peraturan itu, dan menjadikan 
pertaurannya lebih universal.79 
Dua perbedaan tersbut merupakan pembeda yang sangat jelas antara protokol 
1967 dan konvensi Jenewa 1951. Turki sebagai negara yang telah meratifikasi 
Protokol 1967 menjadikan protokol tersebut sebagai dasar hukum dalam lingkup 
Internasional sebagai upaya menjustifikasi tindakan dan pemberlakuan open door 
policy-nya.  
                                                          
78 UNHCR, Konvensi dan protokol mengenai Status Pengungsi, didownload dari 
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Dalam protokol 1967 juga menjelaskan mengenai peraturan yang 
mengharuskan negara peratifikasi protokol 1967 dilarang mengusir para 
pengungsi dari wilayahnya, kecuali apabila didasarkan pada faktor keamanan.80 
Pada pasal 3 misalnya yang menjelaskan mengenai perlakuan negara penerima 
terhadap pengungsi dimana pengungsi harus diperlakukan dengan tanpa adanya 
diskriminasi.81 
Pada pasal 4 juga memberikan penegasan mengenai aturan dan perlakuan 
terhadap pengungsi bahwa para pengungsi harus memperoleh hak-hak yang sama 
sebagaimana yang diberikan negara terhadap warganya, baik dalam hak 
menjalankan agama dan kebebasan mendapatkan pendidikan anak-anak 
pengungsi.82 
Dua pasal diatas merupakan sebagian aturan yang ada pada protocol 1967, 
setidaknya terdapat sekitar 46 pasal pada protocol itu. mulai dari pasal yang 
mengatur mengenai pengidentifikasian pengungsi, pasal yang memberikan hak 
pada pengungsi untuk memperoleh bantuan hkum di pengadilan, pasal mengenai 
labour legislation, hingga pasal yang menjelaskan mengenai hak pengembalian 
pengungsi ketempat asal.83 
Dengan peratifikasian Protokol 1967 ini Turki secara eksplisit memiliki 
aturan legal internasional yang mampu memperkuat keberadaan open door policy 
sebagai kebijakan di Turki yang berkesesuaian dengan aturan-aturan hukum yang 
berlaku dalam lingkup Internasional. 
                                                          
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid 
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